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PERATURAN DAERAII KABUPATEN ACEH SINGKTL

NOMOR: 27 TAHUN 2001

TENTANG

TATA CARA PANCALONAN, PAMILIHAN ATAU PENGAI{GKATAN PARANGKAT

Menimbang

KAMPONG

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT

BUPATI ACEH SINGKIL

a. Bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pememtahan

secara berdaya guna dan berhasil di Kabupaten Aceh Singkil maka
pelaksanaan pasal 23 / 26 Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Peratuan
Mengenai Desa, dipandang perlu menetapkan,Tatacara
pencalonan, Perrrilihan atau Pengangkatan Perangkat Kampong;

b. Bahwa untuk maksud butir a tersebut perlu ditetapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Aceh $ingkil Tatacara pencalonan, Pemilihan
atau Pengangkatan Pemberhentien Keuchik / Kepala Kampong .

1. Undang * undang Nomor 14 tahun 1999 Pembentukan Kabupaten
Aceh Singkil.

2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah ( Lembaqran Negara Nomor 60, Tambahan Lernbaran
NegaraNomor 3839 );

3. Undang - undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggarean

Keistimewaart Aceh;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang

petunjuk pelaksanaan Peristilahan Dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Desa dart Keltnahan;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang
Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa;

Mengingat

Dengan Persetujunn
DEWAN PNRWAKTLAN RAKYAT DAERAH KABUFATEN ACEH SINGKIL

Menetapkan
}NE}IUT[ StrL{\

: PERATLR{\ D^{ERAH IL{Bt?ATEli ACEH SNGKIL TE\-TA'\G
TATAC-{RA PENCALO}[{\ .PLULIIL{\ ATAU
PE\GI\GK{T.|\ P ERAI{GILq.T Ii{IIP O\G
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BAB I
fi ET'I'NT{JAN ti&4 t rh4l

Pasal tr

I)alam Perahrran l)aerah ini 1'ang <iirnaksucl clengan :

a. l}upati adalah llupati r\cch Singkil;

h. Kampong actalah Kampong sebagaimana rlirnalisucl daiarn lJndang-undang Nomar 22
Talrun 1999 trentang Pcrnerintahan l)aerah;

c. I)usun aclalah bagian nda,val1 dalarn Karnpong yang rnerupakan lingliungan kerja
pelalisanaan Penrerintahan ltarnpong;

d. Iladan Pcnvakilan Kampong -yang selanjutriya disebut BPK adalah Lerubaga
Pennusyarvaratan?ennufak.rtan _yang keanggotaannya terdiri atas Pemulia-pemulia
hfasyar;r1<at, Tokoir ;,\dat, .{gama Golongan Prcfcsi dan lain-lain cli Karnpong yang
bcrsangkutan;

e. PerangJrat Karnpong ailaiah pembantrr Keuchiii/i(epala Kampong <.lalarn rnenyetrenggarakan

unrsan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan vang terdiri dari Sekretariat
Kampong dan kepala Dusun;

f. $ekretariat Idarnpong tcrdiri daii Selaetariri Kampoirg dan Urusan-urusan.

BT\B II
L OI,VON G^dN S'III{R.ETAR I S I{A1\fP ONG, K EP.{LA TI[{.U SAN

DAN KEPALA DUSLIN
Pasal 2

t (t) Jabatan Sehretaris Kampong, Kepala Urusan dan Kepala Du,sun low'ong karena berhenti
atau diberhentikan oleh pejabat yang berw'enang mengangkat karena :

a. Meninggai dunia;
b. Atas permintaan sencliri;
c. Telah diangkat pejabat yang baru;

" 

" d. 
;xf;lf jaer meurenuhi sesuatu sarat yang ditentukan sebagaimana dirnalisud dalam pasal

. Tindakan-tindakannya yang menghilanglran kepercayaan penduduk Kampong kepada
kepemimpinlrnnya sebagai seorang pejabat Pemerintah Kampong;

f. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketenfuan peraturan perundang-undangan
dan atau rror*"-no-r*o,lulorrr kehiiiupan masyarakat I(ampong.

(2) Dalam hal jabatan Selaetaris Kilmpong, Kepala lJnrsan dan Kepala Dusun lorvong, maka
Keuchik / Kepala Kampong mcnunjuk sooi'ang Penjabat dari Perangkat Kamilong dan
selarnbatJartbatnya dalam jangka lvaktu 6 (enam) buian lurus sudah clilaksanalian
pcngangkaian $ecara definitive.

BAB III
PERSYARATAN PENG,dF{GK.{TA]\ SEKRETARI S II,dhfiIONG, KTIPALA I IRUSA}\I

I}AN KEPALA DTIS{JN
Pasal 3

Yang dapat cliangfuat mer{adi Ssliretaris Kampcng, Kepala Urusan clan Kepala Dusun adalah
pencluduli Kampong Warga Negara Indonesia yang :

,t . &. $ertaqrva kepacla Tuhan l'ang h.{aha Esal
b. Setia dan taat kepada pancasila, LfLrD 1945, negara clan Peinsrintah Republik Inclonesia;
c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas clan berwibarva;
d. Tidak pemah terlibat langsung dan tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati

- negara dan kesafuan lLcpubiik Inclonesia 1'ang berdasad<an panc;rsila dan fILl) 1945 sepcrfi
G/30 S PKI dan kegiatan-liegiatan organisasi teriarang lairurya;
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e. Tidak sedang rne'r{alankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena tindak pidana yang dikenakan ancaman
pidana sekurarg-hurangrya 5 (lima) tahun;

f. Terdaftar sebagai pencluduk dan bertempat tinggal di Kampong yang bercangkutan sekulang-
kurangnya 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputuq-putus;

g. Sekurang-kurangnya telah trerumur 20 tahun dan setinggi-tingginya 56 tahun;
h. Sehat jasmani dan rohani/tidak terlibat asusila;

i. Sekurang-kurangnya berljazah sekolah lar{utan tingkat pertama atau yang seclerajat dengan

itu;

pENCALoNAN sEKRETART, *r##"lT.u"oro TJRUSAN, KEpALA DU suN
DAN KEPAI,A SEKSI TEKNIS LAPANGAN

Pasal ,l

(1) Pencalonan Sekretaris Kampong Kepala Urusan dan Kepala Dusun diajukan oleh Keuchik
/ Kepala Karnpong sscara tsrhilis kepada BPK dilengkapi keterangan-keterangan yang
cliperlukan sebagaimana dimaksud dalam pasal3 dan 4.

(2) Jumlah calonyang diusullun paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (trga) orang.

n Pasal 5

r. (1) Seketaris Kampong Kepala Urusan dan Kepala Dusun diangftat oleh Keuchik / Kepala
' Kampong setelah mendapat porsetujuan BPK dan menerbitkan Keputusan Pengangkatan.' 

(2) Pelaksanaan pengangkatan Sekretaris Kampong Kepala Urusan dan Kepala Dusun

,. dilakukan setelah para calon dimaksud diadakan seleksi oleh Keuchik / Kepala Kampong.

' BABV
N PEMBERIIENTI'{N SEMENTARA' DAN PEhfBERT{ENTIAI\ SEKRETARIS

KAMPONG, KEPALA {tRUS.dN DAN KEPAI-"A DUSUN
Pasal 6

(1) Sekretaris Kampong, Kepala lJrusan dan Kepala Dusun yang dituduh atau tersangkut dalam
suatu tindak pidana dapat diberhentikan semqntara.

(2) Pemberhentian sementara dilakuklrn dengan Kepufusan Keucldk / Kepala Kannpong setelah
' melalui usul dan saran atau tanpa melalui usul dan saran Badan Perwakilan Kampong.

(3) Sslama Sekretaris Kampong, Kepala IJrusan dan Kepala Dusun dikenakan pernberhentian
sementara, maka pelierjaan sehari-hari dilakukan oleh Pejabat lain yang ditur$uk oleh
Keuchik {Kepaia Kampong.

(4) Atas usul clan saran atau tanpa usul dan saran clari Badan Perwakilan Kampong clengan
berdasarkan Puhrsan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka
Keuchik/I(epala Kampong mencabut Kepufusan pemberhentian sementara yang
bersangkutan clinyatakan ticiak bersalah, atau diberhentitrian dalam hal yang bersangkutan
dinyatakan bersalair.
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BAB.VI
I^ KETENTUANPENUTUP

Pasal T

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini
menjadi Pedoman Bagi Keuchik/l(epala Kampong dan Badan perwakilan

Kampong tentang Tatacara pencalonan, Pemilihan atau Pengangkatan

Perangkat Kampong.

. : Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang

mengatur mengenai Pernbentukan, Penghapusan dan atau Pengabungq - -
Kampong yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak

berlaku.

Pasal 9

Hal-hai yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai

peraturan peiaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan akan diatur lebih

lanj ut dengan Keputusan BuPati.

Pasal 1.0

Peraturan Daerah ini mulai berlalnr pada tanggal diundangkan.Agar setiap

orang dapat rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratrnan Daerah

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

DISAHKAN DI : SINGKIL .

PADA TANGGAL, T; ll:Jf|\[ 2001':i. ' _ ! | ..4 r::-,

BUPATI ACEH SINqKp:| '' rr: ,r,'

i

Cap/Dto

, MAKMURSYAH PUTRA.

,r

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Pada Tanggal23 Juni 2001

Nomorgseri D Tahun 2001

Sekretaris Dqerah Kabupaten

;RIDWAN HASAN -

q"


